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ABSTRAK 
 
 
Dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah telah merencanakan program 
percepatan Pendaftaran Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap sampai dengan tahun 2025. Dasar hukum pelaksanaan PTSL adalah 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia 
dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
pendaftaran tanah pertama kali melalui program pendaftaran tanah sistematis 
lengkap berdasarkan asas akurasi. (2) Untuk mendeskripsikan hambatan dan 
solusi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali melalui program 
pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan asas akurasi. 
Jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan (field research), 
pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, 
teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan lapangan dan 
dianalisis dengan metode analisis kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama 
kali melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan asas 
akurasi, dalam pelaksanaannya Badan Pertanahan Nasional sudah menjalankan 
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun 
dalam pelaksanaannya masih dijumpai hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap, baik dalam data fisik maupun data yuridis. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah pertama kali, Program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap, Asas Akurasi. 
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MOTTO 
 
“Lakukan hal-hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan.” 
(Eleanor Roosevelt) 
“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata.” 
(Pablo Picasso) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1. Latar Belakang Masalah 
Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang 
disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. 
Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan 
bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan 
bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga 
penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang 
yang ada diatasnya. Oleh karena itu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak-hak 
atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan 
sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”.1 
Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum 
yang dikenal dengan sebutan Rechts Cadaster/Legal Cadaster. Jaminan 
kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini 
meliputi kepastian status hak yang di daftar, kepastian subjek hak, dan 
kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini mengahasilkan sertifikat sebagai 
tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang Rechts cadaster 
adalah Fiscaal Cadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk 
menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah, yang sekarang 
                                                             
1
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, ed. Revisi, Jakarta: Djambatan, 
Cet. ke-10, 2005, hlm. 18. 
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dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 
Bangunan (SPPT PBB).
2
 
Landasan Legal Cadaster memberikan suatu penjelasan bahwa yang 
dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data 
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
hakya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
3
 
Tujuan pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan 
sertifikat merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah yang 
dimaksud. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (UUPA), melalui Pasal 19 mengamanatkan bahwa 
pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Republik 
Indonesia dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat 
mengenai suatu penguasaan atau pemilikan tanah.
4
 
Dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 
                                                             
 2Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2011, hlm. 2. 
3
Widhi Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum 
Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, hlm. 106. 
4
F.X. Sumarja, Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing, Bandar Lampung: 
Indepth Publising, 2012, hlm.9. 
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Pemerintah telah merencanakan program percepatan Pendaftaran Tanah 
melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025. 
Untuk terselenggaranya kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia telah 
menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 
Republik Indonesia.  
Instruksi Presiden ditujukan kepada beberapa kementrian yang 
berhubungan dengan pertanahan, salah satunya ditujukan kepada Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Presiden 
memberikan instruksi agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka 
pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di 
seluruh wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan tujuan utama 
agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh wilayah 
Indonesia dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional. 
Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan program pemerintah, 
diadakannya program ini karena pemerintah masih menemukan banyak sekali 
tanah di Indonesia yang belum bersertipikat. Tujuan program PTSL untuk 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah 
yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. PTSL memberikan kesempatan bagi 
masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya yang berada diseluruh 
wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. 
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Dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang ditemui, hal 
ini terjadi karena banyaknya sertipikat yang harus diselesaikan demi 
tercapainya program penyertipikatan serentak dalam waktu yang relatif 
singkat melalui program PTSL. Agar kedepan tidak terjadi permasalahan 
hukum, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan asas akurasi dalam 
pelaksanaan PTSL, agar data-data yang dicatat dalam sertipikat terhindar dari 
sebuah kesalahan baik kesalahan data fisik maupun data yuridis, sehingga 
produk sertipikat yang dihasilkan bisa mendapatkan jaminan kepastian hukum. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menyusun dalam 
bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama 
Kali Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Berdasarkan Asas Akurasi”. 
2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali melalui program 
pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan asas akurasi? 
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
pertama kali melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap 
berdasarkan asas akurasi? 
3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali 
melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan asas 
akurasi. 
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2. Untuk mendeskripsikan hambatan dan solusi dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah pertama kali melalui program pendaftaran tanah 
sistematis lengkap berdasarkan asas akurasi. 
4. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Agraria 
khususnya dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
langsung yaitu akan menambah pengetahuan pengalaman praktis di 
bidang agraria. 
b. Dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan pendaftaran 
tanah sistematis lengkap dengan aturan yang sudah dicantumkan 
berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah sistematis lengkap. 
c. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pemahaman mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis 
lengkap. 
5. Tinjauan Pustaka 
Penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya: 
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1) Abdu Rohman, (Universitas Pancasakti Tegal, 2018). Dalam skripsinya 
yang berjudul Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap di Kabupaten Pemalang. 
2) Hanida Gayuh Saena, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018). 
Dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan 
Menteri Agraria Dan Tata Ruang Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 
2017. 
3) Karina Gita Sahprada, (UniversitasLampung, 2018). Dalam skripsinya 
yang berjudul Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap di Kota Bandar Lampung. 
Dari tiga penelitian diatas yang membedakan antara skripsi peneliti 
dengan penelitian tersebut adalah asas akurasi. Pada skripsi yang pertama 
membahas tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap di Kabupaten Pemalang. Skripsi yang kedua membahas tentang 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten 
Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Pertanahan 
Nasional Nomor 1 Tahun 2017. Kemudian skripsi yang ketiga membahas 
tentang Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap di Kota Bandar Lampung. Dalam jurnal diatas membahas tentang 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum dikaji berdasarkan 
asas akurasi dalam pelaksanaannya. 
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Skripsi penulis membahas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama 
Kali melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan 
Asas Akurasi. Dalam penelitian ini diuraikan bagaimana pelaksanaan 
pendaftaran tanah melalui program PTSL berdasarkan asas akurasi. Penerapan 
asas akurasi ini supaya untuk kedepannya produk sertipikat yang dihasilkan 
bisa mendapat jaminan kepastian hukum dan tidak terjadi permasalahan atau 
sengketa karena adanya kesalahan data fisik dan data yuridis atas suatu tanah.  
6. Metode Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 
terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
5
 
1) Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 
lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research), 
menggunakan data primer sumber data diperoleh melalui observasi, 
wawancara dan partisipasi. 
2) Pendekatan Penelitian 
Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 
yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang 
                                                             
5
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.18. 
8 
 
8 
 
dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-
teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
3) Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 
pimer dan data sekunder. 
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa 
keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan 
kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan 
observasi.
6
 Data yang didapat melalui wawancara dengan Pegawai 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang yang berwenang serta pihak 
yang bersangkutan yang mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. 
Dalam Penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah. 
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 
Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 
seluruh Wilayah Republik Indonesia. 
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Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Bandung: Rajawali Pers, 2008, 
hlm.15. 
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5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang 
berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku 
bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang ada hubungan 
dengan penelitian ini. 
4) Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan 
data sebagai berikut:  
a. Studi Kepustakaan  
Suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku 
kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukandengan 
cara menginventarisasi dan mempelajari bahan hukum. 
b. Studi Lapangan  
Studi Lapangan yaitu data yang dikumpulkan dengan mengadakan 
penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang 
akurat. Adapun cara tersebut dilakukan dengan cara yaitu:  
1. Observasi  
Suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh 
penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 
objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan 
10 
 
10 
 
untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia 
sebagaimana terjadi dalam kenyataan kehidupan social. 
2. Interview (wawancara)  
Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan 
bertanya langsung pada yang di wawancarai dan merupakan proses 
interaksi dan komunikasi. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan 
untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan terhadap 
orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan 
diperoleh data yang berguna serta dapat dipertanggung jawabkan 
kebenaranya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 
dengan staf di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
3. Dokumentasi  
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat 
dokumen-dokumen arsip yang berkaitan dengan permasalahan 
yang dibahas. 
5) Metode Analisis Data 
Dalam menganalisis data ini dipergunakan metode analisis 
kualitatif. Menurut H.B Soetopo analisis kualitatif adalah suatu cara 
penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  analisis  yaitu  apa  yang  
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 
prilakunyayang  nyata, yang  diteliti  dan dipelajari sebagai sesuatu yang 
utuh.
7
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Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan 
hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan, data yang diperoleh tersebut 
dibentuk dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan 
data dan seterusnya diambil kesimpulan untuk digunakan menjawab pokok 
permasalahan penelitian ini. 
7. Sistematika Penulisan 
Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 4 (empat) 
bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling 
berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan 
gambaran mengenai skripsi ini, adapun rincian pembahasan sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, bab ini berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode 
Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi. 
Bab II Landasan Konseptual, bab ini berisi: Penjelasan secara umum 
mengenai tanah, penjelasan tentang pendaftaran tanah meliputi pengertian 
pendaftaran tanah, obyek pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, asas 
dalam pendaftaran tanah, kegiatan pendaftaran tanah. Penjelasan mengenai 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi pengertian Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap, dasar hukum pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap, tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, asas akurasi dalam 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, obyek Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap, dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
12 
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Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi: uraian dan 
penjelasan serta pembahasan dari rumusan masalah pelaksanaan pendaftaran 
tanah pertama kali melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap 
berdasarkan asas akurasi serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah pertama kali melalui program pendaftaran tanah sistematis 
lengkap berdasarkan asas akurasi. 
Bab IV Penutup, bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. 
Daftar Pustaka 
Lampiran-lampiran 
Biodata Penulis 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH 
Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang 
disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah 
dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu 
tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari 
bumi disebut dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai 
dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian 
jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, 
sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, 
yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.
8
 
Pasal 1ayat (2) jo Pasal 4 ayat (1) UUPA tanah adalah permukaan 
bumi dan ruang, maksudnya tanah sama dengan permukaan bumi adalah 
karunia Tuhan Yang Maha Esa. Diartikan sama dengan ruang pada saat 
menggunakannya karena termasuk juga tubuh bumi dan air dibawahnya dan 
ruang angkasa diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undang-
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undang ini dan peraturan lain yang lebih tinggi. Tanah adalah suatu 
permukaan bumi yang berada diatas sekali. Makna permukaan bumi sebagai 
bagian dari tanah yang haknya dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan 
hukum.
9
 
Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik 
tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan 
yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga lembaga hukum 
dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang 
dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi 
satu kesatuan yang merupakan satu sistem.
10
 Ketentuan-ketentuan Hukum 
Tanah yang tertulis bersumber pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya 
yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya, 
sedangkan ketentuanketentuan Hukum Tanah yang tidak tertulis bersumber 
pada Hukum Adat tentang tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai 
sumber hukum pelengkapnya.
11
 
 
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH 
1. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah dalam Bahasa belanda berarti Kadaster. 
Capitastrum atau kadaster dari segi bahasa adalah suatu register atau 
capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah romawi yang berarti 
suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang menunjuk kepada, 
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luas nilai dan kepemilikan atau pemegang ha katas suatu bidang tanah, 
sedang kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang berukuran besar 
dan daftar-daftar yang berkaitan. 12 
Pengertian pendaftaran tanah baru dimuat dalam Pasal 1 angka 1 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: 
 Pendaftaran Tanah adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang anah dan satuan-satuan rumah 
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 
atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya. 
 
Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan 
pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi: pengukuran, perpetaan dan 
pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta 
pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.
13
 
Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya 
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang 
berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan 
rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam 
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rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan bagi 
rakyat. Kata “terus menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, 
yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul 
dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan 
perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan 
keadaan terakhir. Kata “teratur” menunjukan, bahwa semua kegiatan harus 
berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya 
akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan 
pembuktiannya tidak sulalu sama dalam hukum negara-negara yang 
menyelenggarakan pendaftaran tanah.
14
 
Dari pengertian tersebut diatas tersebut dapat di uraikan unsur-
unsur pendaftaran tanah antara lain sebagai berikut: 
a. Adanya Serangkaian Kegiatan  
Menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang 
lain berurutan menjadi kesatuan rangkaian yang bermuara pada 
tersedianya data. Data dalam pendaftaran tanah ada dua yaitu data fisik 
dan yuridis. Data fisik adalah data keterangan mengenai letak, batas, 
dan luas bidang tanah sedangkan data yuridis adalah keterangan 
mengenai status hukum bidang tanah, pemegang hak, serta beban lain 
yang membebaninya.
15
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b. Dilakukan Oleh Pemerintah  
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat  modern 
merupakan tugas negara yang dihasilkan oleh pemerintah bagi 
kepentingan rakyat dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam 
bidang pertanahan.
16
 
c. Secara Terus-menerus Berkesinambungan  
Menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai 
tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus 
selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan 
yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang 
terakhir.
17
 
d. Secara Teratur  
Menunjukan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan 
peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya 
merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan 
pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum- hukum negara yang 
menyelenggarakannya.
18
 
e. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun  
Menunjukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah dilakukan 
terhadap Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 
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Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah 
Susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara.
19
 
f. Pemberian Surat Tanda Bukti  
Kegiatan pendaftaran tanah tanah untuk pertama kalinya 
menggunakan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas 
satuan rumah susun. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak 
sebagaimana dimaksud dalam UUPA pasal 19 ayat (2) huruf c untuk 
hak atas tanah hak pengelolaan.tanah wakaf, hak milik atas satuan 
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
20
 
g. Hak-hak Tertentu Yang Membebaninya  
Dalam pendafatran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah 
yang dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun dijadikan jaminan Utang dengan dibebani Hak 
Tanggungan, atau Hak Milik atas tanah yang dibebani dengan Hak 
tanggungan, atau hak milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna 
Bangunan dan Hak Pakai.
21
 
Dasar hukum pendaftaran tanah adalah peraturan perundang-
undangan yang dijadikan sebagai dasar atas proses pelaksanaan 
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pendaftaran tanah. Aturan mengenai pendaftaran tanah adalah sebagai 
berikut: 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran atas tanah 
dalam rangka menjamin kepastian hukum. 
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah. 
2. Obyek Pendaftaran Tanah. 
Obyek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 meliputi: 
a) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, 
hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai  
b) Tanah hak pengelolaan  
c) Tanah wakaf  
d) Hak milik atas satuan rumah susun  
e) Hak tanggungan  
f) Tanah Negara 
a. Hak Milik 
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah. 
b. Hak Guna Usaha (HGU) 
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 35 tahun dan 
20 
 
 
 
dapat diperpanjang paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, 
perikanan atau peternakan.  
c. Hak Guna Bangunan (HGB) 
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 
jangka waktu paling lama 30 tahun. 
d. Hak Pakai 
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil 
dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang 
lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang 
bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-
ketentuan Undang-undang ini. 
e. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan 
utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang 
mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 
f. Tanah Negara 
Tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah yang 
tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. 
21 
 
 
 
3. Tujuan Pendaftaran Tanah 
Sejalan dengan asas yang terkandung dalam Pendaftaran Tanah, 
maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya pendaftaran tanah tersebut 
diatur lebih lanjut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997, dinyatakan pendaftaran tanah bertujuan:
22
 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Tujuan memberikan 
jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran 
tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 19 UUPA. Maka 
memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan 
hak pemeganghak atas tanah yang dijamin oleh Undang-Undang.
23
 
Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi:  
1) Kepastian status hak yang didaftar  
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 
pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna 
Bangungan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak 
Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Tanah 
Wakaf.  
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2) Kepastian subjek hak 
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 
pasti pemegang haknya.  
3) Kepastian objek hak 
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 
pasti letak tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah.  
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 
memeproleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 
yang sudah terdaftar.  
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Program 
pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib 
Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi 
Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan Tanah 
dan Kelestarian Lingkungan Hidup. 
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar 
dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai 
tertib administrasi terserbut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, 
termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar. Demikian 
ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3).
24
 Untuk menjamin kepastian hak dan 
kepastian hukum apabila tanah sudah dikuasai oleh masyarakat atau badan 
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hukum pemerintah, swasta dan sosial yang waktunya cukup lama, dan 
tidak ada sanggahan dari pihak lain, berarti tanah itu sudah menjadi tanah 
negara bebas. Oleh karena itu diperlukan pembuktian tertulis yang 
diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa, dan Camat setempat, sehingga 
dapat merupakan salah satu alat bukti kepastian hak. Kemudian untuk 
memenuhi unsur kepastian hukum selanjutnya diperlukan pengumuman di 
massa media cetak.
25
 
4. Asas dalam Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 
terjangkau, mutakhir dan terbuka. Hal ini dikemukakan dan dicantumkan 
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentangPendaftaran Tanah. Pengertian asas-asas tersebut, menurut 
Soelarman Brotosoelarno adalah sebagai berikut:
26
 
a. Asas Sederhana 
Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun 
prosedur pendaftaran tanah dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-
pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak. 
b. Asas Aman 
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bahwa pendaftaran 
tanah perlu diselenggarakan dengan teliti dan cermat sehingga hasilnya 
dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya. 
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c. Asas Terjangkau 
Asas ini dimaksudkanagar pihak-pihak yang memerlukan dapat 
menjangkaunya, terutama golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang 
diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus 
dapat terjangkau oleh pihak yang memerlukan. 
d. Asas Mutakhir 
Asas ini dimaksudkan sebagai kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaan dan kesinambungan pemeliharaan data pendaftaran tanah, 
data yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir, sehingga 
perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-
perubahan yang terjadi. Asas ini menuntut dipeliharanya data 
pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, 
sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu up to date, 
sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dimaksudkan kelengkapan yang 
memadai dalam pelaksanaannya dan keseimbangan dalam 
pemeliharaan datanya, dan data yang tersedia harus menunjukkan 
keadaan yang mutakhir untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar 
dan pencatatan perubahan yang terjadi di kemudian hari.
27
 
e. Asas Terbuka 
Asas ini dimaksudkan agara masyarakat dapat memperoleh keterangan 
mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat (asas 
keterbukaan). 
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5. Kegiatan Pendaftaran Tanah 
Sesuai ketentuan pasal 19 UUPA, pendaftaran tanah 
diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Pasal 5 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 menyebutkan bahwa 
penyelenggara pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. 
Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota, kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang 
ditugaskan kepada pejabat lain. Yaitu kegiatan yang pemanfaatannya 
bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, 
misalnya pengukuran titik dasar teknik dan pemetaan fotogrametri.
28
 
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan 
dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang 
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 ini dan 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya pembuatan 
akta PPAT Sementara, pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan (SKMHT) oleh notaris, pembuatan Risalah Lelang oleh 
Pejabat Lelang dan ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara secara 
sistematik oleh Panitia Ajudikasi.
29
 Ajudikasi dalam Pasal 1 angka 8 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 adalah 
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk 
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pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik 
dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah 
untuk keperluan pendaftarnya. 
Sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran 
tanah berisi data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan 
mengenai letak, batas, luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang 
didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian 
bangunan diatasnya, sedangkan data yuridis adalah keterangan tentang 
status hukum bidang tanah dansatuan rumah susun yang didaftar, 
pemegang haknya, dan hak-hak pihak lain, serta beban-beban lain yang 
membebaninya.  
Dengan sertipikat tanah, maka kepastian berkenaan dengan jenis 
hak atas tanahnya, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata.  Oleh 
karena itu, dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, sertipikat 
merupakan tanda bukti hak yang kuat. Artinya harus dianggap benar 
sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain. 
Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, 
kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, meliputi:  
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
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Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat di lakukan 
melalui dua cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan 
pendaftaran tanah secara sporadik.   
1) Pendaftaran tanah secara sistematik  
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi 
semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah 
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara 
sistematik diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan pada 
suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di 
wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala 
BPN.
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Dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 yaitu Pendaftaran tanah 
secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran 
tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan. 
Pada pendaftaran tanah secara sistematis, pemegang hak atas 
tanah, kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan memiliki 
kewajiban dan tanggung jawab untuk:  
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a. Memasang tanda-tanda batas pada bidang tanahnya sesuai 
ketentuan yang berlaku.  
b. Berada di lokasi pada saat panitia ajudikasi melakukan 
pengumpulan data fisik dan data yuridis.  
c. Menunjukkan batas-batas bidang tanahnya kepada panitia 
ajudikasi. 
d. Menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan tanahnya kepada 
panitia ajudikasi. 
e. Memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi pemegang hak atau 
kuasanya atau selaku pihak lain yang berkepentingan.   
Adapun penjelasan mengenai pendaftaran tanah sistematis 
lengkap dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 
Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan bahwa: 
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap adalah kegiatan 
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan 
secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di 
seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah 
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat 
dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan 
data yuridis mengenai satu atau beberapa objek 
Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. 
 
2) Pendaftaran tanah secara sporadik 
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek 
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara 
29 
 
 
 
sporadik dilaksanaan atas permintaan pihak yang berkepentingan, 
yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang 
bersangkutan atau kuasanya.
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Pendaftaran tanah secara sporadik dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 1 ayat 11 
yaitu Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek 
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan secara individual atau massal. 
Kegiatan awal pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas 
permohonan pemegang hak yang bersangkutan, diantaranya: 
a. permohonan pengukuran  
b. permohonan pendaftaran hak baru  
c. permohonan pendaftaran hak lama  
d. permohonan pendaftaran peralihan hak dan lain-lain.  
Permohonan pengukuran bidang tanah diajukan untuk 
keperluan:  
a) persiapan permohonan hak baru  
b) pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah  
c) pengembalian batas  
d) pemetaan batas dalam rangka konsolidasi tanah  
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e) inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka 
pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku. 
f) lain-lain keperluan dengan persetujuan pemegang hak. 
 
C. PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 
1. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana termuat dalam 
Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan 
Pertanahan Nasional  Nomor 6 Tahun 2018 adalah  kegiatan Pendaftaran 
Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua 
objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam 
satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, 
yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau 
beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. 
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Dalam melaksanakan proses pendaftaran tanah, suatu proses yang 
dilaksanakan harus memiliki dasar agar tidak bertentangan dengan hukum. 
Mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap adapun aturan khusus 
mengenai pelaksanaannya sebagai berikut: 
1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 
Republik Indonesia. 
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2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
3. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Tujuan PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) adalah untuk mewujudkan pemberian 
kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat 
berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka 
serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan 
mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Ruang lingkup Peraturan 
Menteri ini meliputi penyelenggaraan PTSL, pelaksanaan kegiatan PTSL, 
dan pembiayaan. 
4. Asas akurasi dalam Pendaftaran Tanah 
Di dalam UUPA, menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana 
dikutip Sahnan dikenal ada dua asas dalam pendaftaran tanah yaitu:
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a. Asas Specialiteit (spesialisasi) 
Pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada peraturan perundang-
undangan tertentu, yang secara teknis menyangkut masalah: 
pengukuran, pemetaan dan pendaftaran peralihannya. Oleh karena di 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian 
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hukum hak atas tanah, yaitu memberikan data-data fisik tentang hak 
atas tanah seperti luas, letak tanah dan batas tanah yang ditunjuk secara 
tegas. 
b. Asas Openbaarheid (publisitas) 
Asas ini disebut juga dengan asas publisitas (keterbukaan) yaitu 
memberikan data-data yuridis tentang hak atas seperti siapa yang 
menjadi subjek hak, apa nama dari hak atas tanah yang diberikan, serta 
apa yang terjadi setelah dilakukan peralihan dan pembebanannya. 
5. Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Obyek PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2018 Pasal 4 ayat 1 dan 2 adalah obyek PTSL meliputi seluruh 
obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Obyek 
PTSL sebagaimana dimaksud meliputi seluruh bidang tanah tanpa 
terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun 
bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas 
data pendaftaran tanah, meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda 
batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan 
kegiatan PTSL. 
6. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap selanjutnya 
disebut PTSL dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi PTSL. Berdasarkan 
Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
33 
 
 
 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Susunan 
Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdiri atas:  
a. Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh seorang pegawai 
Kantor Pertanahan. 
b. Wakil ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap 
anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang 
memahami urusan infrastruktur pertanahan. 
c. Wakil ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap 
anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang 
memahami urusan hubungan hukum pertanahan. 
d. Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan. 
e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong 
Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. 
f. Anggota dapat ditambah dari unsu Kantor Pertanahan sesuai dengan 
kebutuhan. 
Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut 
menyatakan bahwa Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:  
a. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL. 
b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang 
tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda 
penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya. 
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c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti 
kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
d. Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti 
kepemilikan atau penguasaan tanah. 
e. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang 
sudah dikumpulkan. 
f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang 
bersangkutan mengenai data yang disengketakan. 
g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf 
e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta 
pendaftaran hak. 
h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil 
kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan. 
i. Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan 
Satgas Yuridis. 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4 
Ayat (4) pelaksanaan PTSL dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 
a. Perencanaan 
Penentuan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar 
memperhitungkan seluruh faktor yang menghambat dan mendukung 
kelancaran pelaksanaan. 
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b. Penetapan lokasi 
1. Setiap lokasi dilampirkan Peta Lokasi yang dipakai sebagai Peta 
Kerja bagi pengumpul data fisik dan data yuridis. 
2. Peta Kerja memuat bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar 
maupun yang belum yang dilengkapi dengan Identifikasi bidang. 
3. Peta Kerja dipakai sebagai dasar bersama bagi pengumpul data 
fisik dan data yuridis dalam melakukan integrasi data fisik dan data 
yuridis. 
c. Persiapan 
Untuk kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
Kepala Kantor menyiapkan: 
1. Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL. 
2. Sumber daya manusia. 
3. Kebutuhan transportasi. 
4. Koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya. 
5. Alokasi anggaran. 
d. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap dan satuan tugas 
1. Panitia Ajudikasi 
a) Jumlah Panitian Ajudikasi disesuaikan dengan jumlah target 
yang akan diselesaikan. 
b) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penugasan Panitia 
Ajudikasi, dengan memperhitungkan jarak wilayah kerja. 
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2. Satuan Tugas Yuridis 
a) Pembentukan Satgas Yuridis terdiri dari unsur Aparatur Sipil 
Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai 
Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Perangkat 
Desa/Kelurahan, perangkat RT/RW/Lingkungan, organisasi 
masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), Bhayangkara 
Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(BHABINKAMTIBMAS) dan/atau unsur masyarakat lainnya 
yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang yuridis Panitia 
Ajudikasi PTSL. 
b) Jumlah satgas yuridis dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) dengan 
menyesuaikan target yang ditetapkan. 
c) Dalam melaksanakan tugas Satgas Yuridis dapat dibantu oleh 
Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
d) Pengumpulan data yuridis di lapangan dilakukan oleh Satgas 
Yuridis yang dibantu oleh Puldadis. 
e. Penyuluhan 
Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia 
Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (2) 
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Penyuluhan yang dilaksanakan dengan memberikan penjelasan materi 
mengenai: 
1. Manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil 
pelaksanaan kegiatan PTSL. 
2. Tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL. 
3. Penetapan dan pemasangan tanda batas masing- masing bidang 
tanah. 
4. Dokumen yuridis yang perlu disiapkan. 
5. Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis 
oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. 
6. Hasil akhir kegiatan PTSL. 
7. Pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain 
yang sah melalui kegiatan PTSL. 
8. Akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab 
Penetapan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah 
dan dokumen yuridis tidak dipenuhi. 
9. Hak untuk mengajukan keberatan atas hasil ajudikasi yang 
diumumkan selama jangka waktu pengumuman. 
10. Biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta 
kegiatan PTSL. 
f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis 
1. Pengumpulan data fisik dilakukan melalui pengukuran dan 
pemetaan bidang tanah yang dilaksanakan oleh satgas fisik dengan 
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berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan dengan 
menggunakan teknologi survei dan pemetaan terdiri dari metode 
terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau metode 
kombinasi dari ketiga metode dimaksud. 
Satgas fisik mempunyai tugas: 
a) Penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta 
dan/atau citra. 
b) Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang 
dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah 
atau kuasanya. 
c) Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran 
dan Peta Bidang Tanah, serta menandatangani Surat Ukur. 
d) Menjalakan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang 
berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP 
yang menghasilkan informasi tentang: Gambar Ukur, Peta 
Bidang Tanah, Daftar Tanah, Peta Pendaftaran, dan Surat Ukur, 
serta informasi lainnya. 
Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas 
Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing 
pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit 
berupa fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Surat Keterangan 
kependudukan dari instansi yang berwenang. Dalam melaksanakan 
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tugas Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, 
KJSKB dan/atau Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang 
survei dan pemetaan informasi geospasial melalui tata cara dan 
pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan 
mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta 
pemeliharaan data dan dokumen fisik dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan melalui kegiatan 
pengumpulan pemeriksaan dan penyelidikan riwayat kepemilikan 
tanah. Pengumpulan Data Yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.   
Satgas Yuridis mempunyai tugas:   
a) Melaksanakan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah. 
b) Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah. 
c) Melakukan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah. 
d) Membuat daftar bidang-bidang tanah. 
e) Menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data 
Yuridis bidang tanah. 
f) Menginventarisasi keberatan dan mengupayakan 
penyelesaiannya. 
g) Menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau 
penegasan hak atas tanah. 
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h) Menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang 
berkaitan dengan Data Yuridis pada aplikasi KKP. 
i) Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu. 
Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam melakukan tugas Satgas Yuridis dapat dibantu 
oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar, 
kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, 
pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen 
yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
a) Pengumpulan data yuridis meliputi: 
1. Status tanah dan alat bukti hak atas tanah. 
2. Riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah. 
3. Hubungan hukum antara subyek dan obyek serta hak-hak 
yang membebani diatasnya. 
b) Pengumpulan dan pengolahan data yuridis menggunakan 
risalah penelitian data yuridis. 
c) Kegiatan pengumpulan data yuridis harus dikoordinasikan 
dengan pemerintah desa/kelurahan dan dapat dilakukan secara 
kolektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat di lokasi 
PTSL. 
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d) Kegiatan pengumpulan data yuridis sedapat mungkin dilakukan 
secara bersamaan dengan pengumpulan data fisik. 
e) Kegiatan pengumpulan data yuridis sedapat mungkin 
mengoptimalkan partipasi masyarakat. 
f) Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti 
mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti 
tertulis, keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan. 
g) Jenis alat bukti dalam rangka pengumpulan data yuridis antara 
lain meliputi: 
1. Alas hak. 
2. Bukti peralihan hak. 
3. Apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti 
kepemilikan, baik yang berupa bukti tertulis maupun 
bentuk lain yang dapat dipercaya, dalam hal demikian 
pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti 
kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik 
yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. 
g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak 
1. Pelaksana PTSL dalam melakukan Penelitian Data Yuridis untuk 
Pembuktian Hak sebatas pada kebenaran formal, sedangkan 
kebenaran materil adalah tanggung jawab peserta PTSL. 
2. Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak dilengkapi 
atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan 
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dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan atau penguasaan 
fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh peserta PTSL. 
3. Penggunaan Surat Pernyataan sebagai alat bukti dalam rangka 
PTSL adalah alternatif terakhir. 
4. Penggunaan Surat Pernyataan sebagai alat bukti dalam rangka 
PTSL menggunakan 1 (satu) Format Surat Pernyataan Penguasaan 
Fisik Bidang Tanah. 
h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya 
1. Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan 
tanah, data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang-
bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir 
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 
(empat belas) hari kalender di Kantor Panitian Ajudikasi PTSL dan 
Kantor Kepala Desa/Kelurahan, sehingga yang dapat diumumkan 
adalah peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah 
memenuhi kelengkapan data fisik dan data yuridis. 
2. Apabila dianggap perlu, pengumuman juga dapat dilakukan 
ditempat lain yang strategis pada wilayah penetapan lokasi PTSL. 
3. Setelah masa pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis 
disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk 
Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data 
Yuridis (DI 202). 
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i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak 
1. Penegasan Konversi, apabila alat bukti kepemilikan lengkap. 
2. Pengakuan Hak, apabila alat bukti kepemilikan atau penguasaan 
tidak lengkap atau tidak ada. 
3. Pemberian Hak, apabila status tanahnya adalah tanah negara. 
j. Pembukuan hak 
Penegasan Konversi, Pengakuan dan Penetapan Keputusan 
Pemberian Hak maka dibukukan hak milik, hak guna bangunan, hak 
pakai dan/atau wakaf dalam buku tanah yang bersangkutan. Dalam 
pembukuan hak pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan 
hak tersebut termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan 
dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai, sungai 
dan lain-lain, juga dicatat pembatasan penggunaan tanah hak dalam 
kawasan lindung. Penandatanganan Buku Tanah dilakukan oleh Ketua 
Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Bentuk, isi dan 
tata cara pengisian buku tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
k. Penerbitan sertipikat hak atas tanah 
1. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang sudah 
didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan 
tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas tanah.  
2. Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat meliputi 
pembatasan-pembatasan termasuk pembatasan dalam pemindahan 
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hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis 
sempadan pantai atau pembatasan lainnya.  
3. Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan 
dicoret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak 
terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa 
cap/tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah 
dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai 
warkah. 
4. Penandatanganan sertipikat hak atas tanah hasil pelaksanaan 
kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL 
untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan.  
5. Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau 
kuasanya, dan Sertipikat wakaf diserahkan kepada nadzir. 
l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan 
1. Panitian Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, 
pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan serta penyerahan 
data PTSL yang meliputi: 
a. Dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, 
alas hak atau surat pernyataan, berita acara yang dibuat panitia, 
bukti pengumuman, Berita Acara Pengesahan data fisik dan 
data yuridis dan surat keputusan pemberian hak. 
b. Dokumen data fisik: data pengukuran dan perhitungan hasil 
pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur. 
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c. Daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah. 
d. Buku tanah. 
e. Sertipikat Hak Atas Tanah. 
f. Bukti-bukti administrasi keuangan. 
g. Data administrasi lainnya. 
2. Warkah yang menjadi dasar pelaksanaan PTSL agar dilakukan 
proses digitalisasi. 
3. Penyimpanan data dilakukan dalam bentuk elektronik. 
4. Ketua panitia Ajudikasi menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan 
PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan pada akhir kegiatan dan 
disertai dengan data PTSL. 
5. Penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan dibuat dalam bentuk Berita 
Acara Serah Terima berkas dan warkah hasil kegiatan PTSL yang 
ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dan Kepala 
Kantor Pertanahan. 
6. Hasil kegiatan PTSL, disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan 
oleh Kepala Kantor Pertanahan. 
7. Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen 
PTSL dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan. 
m. Pelaporan 
1. Pelaporan pelaksanaan kegaiatan PTSL dilaksanakan pada saat: 
a) Khusus untuk Pengumpulan Data Yuridis, dilaporkan juga 
pada saat pelaksanaan yang dilakukan secara berkala. 
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b) Terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. 
c) Pelaporan pada saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan 
kegiatan PTSL dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL 
kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Direktur 
Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan dan Kepala Kantor 
Wilayah BPN. 
d) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan PTSL selain 
dilaksanakan melalui SKMPP, dan secara berkala dilaporkan 
kepada Menteri c.q. Dierktur Jenderal Infrastruktur 
Keagrariaan. 
e) Pelaporan pada saat PTSL selesai dilaksanakan dilakukan 
secara berjenjang dari Kepala Kantor Pertanahan kepada 
Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional dan dari Kepala Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional kepada Menteri. 
2. Penanggung jawab laporan 
a. Kepala Kantor Pertanahan, untuk tingkat Kabupaten/Kota. 
b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, untuk 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 
3. Laporan pelaksanaan kegiatan PTSL, ditandatangani oleh 
a. Kepala Kantor Pertanahan, untuk Kantor Pertanahan 
b. Kepala Kantor Wilayah BPN untuk Kantor Wilayah BPN. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 
Pasal 25 penyelesaian kegiatan PTSLterditi atas 4 (empat) kluster, 
meliputi:  
a. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya 
memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah. 
b. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya 
memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya 
namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa. 
c. Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak 
dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena 
subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu 
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. 
d. Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar 
dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan 
maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi 
lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan 
pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
Kluster 4 merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan sistem 
pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi 
desa/kelurahan secara lengkap. 
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Adapun sumber pembiayaan PTSL berdasarkan Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 40 dapat berasal dari:  
a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;  
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, 
Kabupaten/Kota;  
c. Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;  
d. dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 
e. penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan 
hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan 
Pajak.
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 
dan dipimpin oleh Kepala (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013).Badan 
Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.33 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 
c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan. 
d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan. 
e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di 
bidang pertanahan. 
f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. 
g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. 
h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-
wilayah khusus. 
                                                             
33
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Sekilas ATR/BPN”, 
diakses dari https://www.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas-ATR-BPN, diakses pada tanggal 8-
11-2019, jam 18.53 WIB. 
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i. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. 
j. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-
wilayah khusus. 
k. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 
negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan. 
l. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 
m. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. 
n. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di 
bidang pertanahan. 
o. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 
p. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di 
bidang pertanahan. 
q. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 
r. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 
s. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang 
pertanahan. 
t. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 
u. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang 
pertanahan. 
v. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau 
badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
w. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang yang berlaku. 
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Program PTSL merupakan implementasi dari program nawacita 
presiden Joko widodo tentang pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkomitmen mewujudkan 
tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat, yang merupakan implementasi 
dari Nawacita atau Sembilan Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden 
Republik Indonesia Periode 2014 – 2019. Untuk merealisasikan hal tersebut, 
Kementerian ATR/BPN telah menetapkan tiga program prioritas, yaitu 
peningkatan kualitas penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan, dan 
peningkatan penanganan sengketa pertanahan.
34
 PTSL ini tujuannya bukan 
sekedar melakukan pendataan tanah secara administratif, mengukur, 
mengelola data dan langsung menerbitan sertipikat. Dengan kebijakan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini, pemerintah ingin melakukan 
redistribusi asset melalui PTSL. 
Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan program tahunan 
yang diselenggarakan oleh kementerian agraria dan tata ruang/badan 
pertanahan nasional di seluruh Indonesia termasuk kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang. Program ini dimulai pada tahun 2017 hingga sekarang 
tahun 2019, pada tahun 2017 kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 
mendapatkan target PTSL sejumlah 7324 bidang tanah, dari target tersebut 
diterbitkan 7324 Sertipikat Hak Atas Tanah dengan jumlah desa lokasi PTSL 
                                                             
34
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Kebijakan 
Kementerian ATR/BPN dalam mengimplementasikan Nawacita”, diakses dari 
https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kebijakan-kementerian-atrbpn-dalam-
mengimplementasikan-nawacita-6032,4 diakses pada tanggal 30-12-2019, jam 19.52 WIB. 
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mencapai 17 desa. Pada tahun 2018 target tersebut meningkat menjadi 53587 
bidang tanah dan diselesaikan dengan diterbitkan 34438 Sertipikat Hak Atas 
Tanah dengan jumlah desa lokasi PTSL mencapai 40 desa. Tahun 2019 PTSL 
dilaksanakan di 31 desa lokasi dengan target 72723 bidang tanah dan telah 
diterbitkan 51251 sertipikat hak atas tanah. 
Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 
dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dijelaskan sebagai berikut:           
a.  Perencanaan dan Persiapan 
Sebagai tahap perencanaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang menentukan target lokasi penyebaran PTSL. Untuk kelancaran 
pelaksanaan PTSL Kepala Kantor menyiapkan: 
1. Penentuan jumlah bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar dalam 
satuan wilayah desa 
2. Pembuatan Peta Dasar/Peta Kerja 
3. Perencanaan kebutuhan SDM dan waktu penyelesaian pekerjaan. 
Sumber daya manusia diambil dari staf kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang pegawai ASN dan pegawai kontrak atau Pegawai 
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). 
4. Kebutuhan transportasi kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 
menyiapkan inventarisasi berupa mobil dinas untuk setiap tim. 
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5. Koordinasi dengan aparat pemerintah kaitannya dengan pelaksanaan 
kegiatan PTSL. 
6. Alokasi anggaran kegiatan PTSL. 
b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL 
Lokasi yang ditetapkan sebagai obyek pelaksanaan PTSL 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang Nomor 90/SK-33.27/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019 sebagai 
lokasi percepatan kegiatan PTSL tahun anggaran 2019. Berikut adalah 
tabel lokasi peserta kegiatan PTSL tahun 2019 di Kabupaten Pemalang: 
Tabel 1: Lokasi pelaksanaan kegiatan PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten    
Pemalang tahun 2019 
NO DESA KECAMATAN 
1 Bumirejo Ulujami 
2 Wonokromo Comal 
3 Gintung Comal 
4 Jebed Selatan Taman 
5 Tegalsari Timur Ampelgading 
6 Tegalsari Barat Ampelgading 
7 Bojongnangka Pemalang 
8 Wanamulya Pemalang 
9 Tambakrejo Pemalang 
10 Surajaya Pemalang 
11 Temuireng Petarukan 
12 Peguyangan Bantarbolang 
13 Sambeng Bantarbolang 
14 Karangmoncol Randudongkal 
15 Kejene Randudongkal 
16 Semingkir Randudongkal 
17 Siremeng  Pulosari  
18 Cikendung  Pulosari  
19 Pagenteran  Pulosari  
20 Clekatakan  Pulosari  
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21 Batursari  Pulosari  
22 Penakir  Pulosari  
23 Karangsari  Pulosari  
24 Pulosari  Pulosari  
25 Nyalembeng  Pulosari  
26 Gunungsari  Pulosari  
27 Jurangmangu  Pulosari  
28 Gambuhan  Pulosari  
29 Plakaran  Moga 
30 Walangsanga Moga 
31 Nyamplungsari Petarukan 
Sumber: BPN Pemalang  
 
c. Pembentukan dan penetapan panitia Ajudikasi PTSL dan satuan tugas 
Mengingat banyaknya jumlah target yang harus diselesaikan pada 
tahun 2019, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang membentuk 4 
(empat) Tim Panitia Ajudikasi yang masing-masing tim dibantu oleh 
Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Berikut ini adalah tabel susunan Panitia 
Ajudikasi Percepatan PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tahun 
2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 
KabupatenPemalang Nomor 91/SK-33.27/1/2019 Tanggal 2 Januari 2019. 
Tabel 2: Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan PTSL Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang Tahun 2019 
No Nama 
( TIM ) 
NIP Jabatan Jabatan 
Dalam Tim 
1 Muhani, S.H. 
( Tim 1 ) 
1962031419
89031004 
Kepala Seksi 
Penanganan 
Masalah dan 
Pengendalian 
Pertanahan 
Ketua 
merangkap 
anggota 
 Turmudi, S.SiT, 
MH 
1974110619
94031004 
Kepala Seksi 
Infrastruktur 
Pertanahan 
Wakil Ketua 
yang 
membidangi 
Infrastruktur 
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agraria 
merangkap 
anggota 
 Sukardi, A.Ptnh 1969090919
89031001 
Kepala Sub Seksi 
Penetapan Hak 
Atas Tanah dan 
Pemberdayaan 
Hak Tanah 
Masyarakat 
Wakil Ketua 
yang 
membidangi 
hubungan 
hukum 
agraria 
merangkap 
anggota 
 Surata, SH 1961062919
83031004 
Kepala Sub Seksi 
Penanganan 
Sengketa, Konflik 
dan Perkara 
Sekretaris 
   Kepala Desa 
Bumirejo 
Anggota 
   Kepala Desa 
Wonokromo 
Anggota 
   Kepala Desa 
Gintung 
Anggota 
   Kepala Desa 
Jebed Selatan 
Anggota 
   Kepala Desa 
Tegalsari Timur 
Anggota 
   Kepala Desa 
Tegalsari Barat 
Anggota 
   Kepala Desa 
Bojongnangka 
Anggota 
   Kepala Desa 
Wanamulya 
Anggota 
   Kepala Desa 
Tambakrejo 
Anggota 
   Kepala Desa 
Nyamplungsari 
Anggota 
2 Sun Edi W, 
A.Ptnh 
 
 
1968072719
92031005 
Kepala Seksi 
Pengadaan Tanah 
Ketua 
Merangkap 
Anggota 
 Hias Hardika 
Prabajati, A.Md 
1989113002
11011001 
Kepala Sub Seksi 
Pengukuran dan 
Pemetaan Dasar 
dan Tematik 
Wakil Ketua 
yang 
membidangi 
Infrastruktur 
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agraria 
merangkap 
anggota 
 Sahroni, S.H. 1963020519
86031009 
Kepala Sub Seksi 
Fasilitasi 
Pengadaan dan 
Penetapan Tanah 
.Pemerintah 
Wakil Ketua 
yang 
membidangi 
hubungan 
Agraria 
merangkap 
anggota 
 Iswahyudi, 
A.Ptnh.  
1970010819
91031005 
Kepala Sub Seksi 
Penggunaan 
Tanah dan 
Kawasan Tertentu  
Sekretaris 
   Kepala Desa 
Surajaya 
Anggota 
   Kepala Desa 
Temuireng 
Anggota 
   Kepala Desa 
Peguyangan 
Anggota 
   Kepala Desa 
Sambeng 
Anggota 
   Kepala Desa 
karangmoncol 
Anggota 
   Kepala Desa 
Kejene 
Anggota 
   Kepala Desa 
Semingkir 
Anggota 
3 Purwanto, 
SH,MH  
( Tim 3 ) 
1961100119
85031002 
Kepala Seksi 
Penataan 
Pertanahan 
Ketua 
merangkap 
anggota 
 Cahyono  1961111219
86031005 
Petugas Ukur Wakil Ketua 
yang 
membidangi
Infrastruktur 
agraria 
merangkap 
Anggota 
 Wihartini, S.SiT  1969061419
89032001 
Kepala Sub Seksi 
Landreform dan 
Konsolidasi 
Tanah 
Wakil Ketua 
yang 
membidangi 
hubungan 
hukum 
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agraria 
merangkap 
anggota 
 Diar Rudyanto, 
SE 
1986032920
11011008 
Kepala Urusan 
Umum dan 
Kepegawaian 
Sekretaris 
   Kepala Desa 
Siremeng 
Anggota 
   Kepala Desa 
Cikendung 
Anggota 
   Kepala Desa 
Pagenteran 
Anggota 
   Kepala Desa 
Clekatakan 
Anggota 
   Kepala Desa 
Batursari 
Anggota 
   Kepala Desa 
Penakir 
Anggota 
   Kepala Desa 
Karangsari 
Anggota 
   Kepala Desa 
Pulosari 
Anggota 
4 Deden Deni, S.H  
( Tim 4 ) 
1965050719
86031004 
Kepala Seksi 
Hubungan 
Hukum 
Pertananah 
Ketua 
merangkap 
anggota 
 Andoyo MM  1986061720
06041002 
Kepala Sub Seksi 
Pengukuran dan 
Pemetaan 
Kadastral 
Wakil Ketua 
yang 
membidangi 
Infrastruktur 
agraria 
merangkap 
anggota 
 Sugeng Priyanto  1970071620
07101002 
Kepala Sub Seksi 
Pendaftaran Hak 
Wakil 
Ketuayang 
membidangi 
hubungan 
hukum 
agraria 
merangkap 
anggota  
 Bejo Kurniawan, 
A.Ptnh 
1968091219
91031005 
Kepala Sub Seksi 
Pemanfaatan 
Tanah dan 
Penilaian Tanah 
Sekretaris 
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   Kepala Desa 
Nyalembeng 
Anggota 
   Kepala Desa 
Gunungsari 
Anggota 
   Kepala Desa 
Jurangmangu 
Anggota 
   Kepala Desa 
Gambuhan 
Anggota 
   Kepala Desa 
Plakaran 
Anggota 
   Kepala Desa 
Walangsanga 
Anggota 
Sumber: BPN Pemalang  
 
Tabel 3: Susunan Satuan Tugas Fisik Percepatan PTSL Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang Tahun 2019 
No Nama NIP 
Jabatan 
Dalam Tim 
Wilayah Kerja 
  TIM I      
1 Muritno 1974110619940
31000 
Ketua 
Satuan 
Tugas Fisik 
Tim I 
Bumirejo 
wonokromo  
Nyamplungsari 
2 M. Abdul 
Hafid 
1963060119860
31000 
Anggota Gintung 
3 Fian Alfarizi   Anggota Jebed Selatan 
4 Danu Afrianto   Anggota Tegalsari Timur 
5 Yusuf 
Wijanarko   
Anggota Tegalsari Barat 
6 Ismono Hadi 
Putranto   
Anggota Bojongnangka 
7 Eko Hartono   Anggota Wanamulya 
8 Haryo Sapto 
Aji   
Anggota Tambakrejo 
9 Siti Masitoh   Anggota   
  TIM II       
1 Hias Hardika 
Prabajati, 
A.Md 
1989113002110
11000 
Ketua 
Satuan 
Tugas Fisik 
Tim II  
Surajaya 
Temuireng 
2 Khoirul Henri 1990090420140
21003 
Anggota Peguyangan 
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3 Sinta Ismawati 1989070720140
22002 
Anggota Sambeng 
4 Anggun P   Anggota Karangmoncol 
5 Tri Harry Aji   Anggota Kejene 
6 Nur Aqila   Anggota Semingkir 
7 Aody Firdaus   Anggota Pulosari 
  TIM III     
 1 Cahyono 1961111219860
31005 
Ketua 
Satuan 
Tugas Fisik 
Tim III 
Siremeng 
Cikendung 
2 Fredy Arifta   Anggota Pagenteran  
3 Andrian Arista    Anggota Clekatakan 
4 Galang 
Pambudi   
Anggota Batursari 
5 Laela 
Rahmawati   
Anggota Penakir 
6 Aiga Prastiwi   Anggota Karangsari 
  TIM IV      
1 Andoyo MM, 
S.ST 
1986061720060
41002 
Ketua 
Satuan 
Tugas Fisik 
Walangsanga 
Nyalembeng 
2 Ardli Mutrofin   Anggota Gunungsari 
3 M.Fathul 
Rujab 
  
Anggota Jurangmangu 
4 Didiek Setiadi   Anggota Gambuhan 
5 Ridwan 
Aminullah   
Anggota Plakaran 
Sumber: BPN Pemalang  
 
Tabel 4: Susunan Satuan Tugas Yuridis Percepatan PTSL Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2019 
No Nama NIP 
Jabatan 
Dalam Tim 
Wilayah 
Kerja 
  TIM I       
1 Sukardi, A.Ptnh 1961062919
83031004 
Ketua 
Merangkap 
Anggota 
Bojongnangka 
2 Setiaman, S.SiT, 
MH 
1970040219
94031003 
Anggota Tegalsari 
Barat 
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3 Indah Widiastuti, 
S.H 
1981032620
07012001 
Anggota Tambakrejo 
4 Teguh Djuliarso 1971070719
94031005 
Anggota Tegalsari 
Timur 
5 Dian Nurhayati 1965032719
89032004 
Anggota Wanamulya 
6 Heri Kurniawan   Anggota Jebed Selatan 
7 Tri Syahdana   Anggota Bumirejo 
Wonokromo 
8 M. Romadhon   Anggota Gintung 
9 Petugas Desa   Anggota   
  TIM II     
  
1 Sahrono, S.H 1963020519
86031009 
Ketua 
Merangkap 
Anggota 
Surajaya 
Temuireng 
2 Iswahyudi, A.Ptnh 1970010819
91031005 
Anggota Karangmoncol 
3 Slamet Raharjo, 
S.H 
1965031619
92031004 
Anggota Semingkir 
4 Nurkholik 1970061120
07011004 
Anggota Sambeng 
Peguyangan 
5 Alfian Putra M   Anggota Kejene 
6 Suwito   Anggota Kejene 
7 Petugas Desa   Anggota   
  TIM III   
    
1 Wihartini, S.SiT 1969061419
89032001 
Ketua 
Merangkap 
Anggota 
Pulosari 
2 Diar Rudyanto, 
S.E 
1986032920
11011008 
Anggota Siremeng 
3 Toto Amirudin 1965070720
07011004 
Anggota Pagenteran 
4 Rizal Kholis 1978012920
07011002 
Anggota Cikendung 
5 Heri Wibisono   Anggota Penakir 
6 M. Faizal Riza   Anggota Clekatakan 
7 Fadila Aryani   Anggota Batursari 
8 Petugas Desa   Anggota Karangsari 
  TIM IV   
    
1 Sugeng Priyanto 1970042219
91031001 
Ketua 
Merangkap 
Anggota 
Jurangmangu 
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2 Bejo Kurniawan, 
A.Ptnh 
1970121820
07011001 
Anggota Nyalembeng 
3 Singgih 
Nuswantoro 
1969102819
97031003 
Anggota Plakaran 
4 Asparin   Anggota Walangsanga 
5 Handoyo   Anggota Gambuhan 
6 Subhan Tri Angga   Anggota Gambuhan 
7 Petugas Desa   Anggota Gunungsari 
Sumber: BPN Pemalang  
 
Tabel 5: Susunan Satuan Tugas Administrasi Percepatan PTSL Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2019 
No Nama NIP 
Jabatan 
Dalam Tim 
Wilayah 
Kerja 
  TIM I       
1 Surata, S.H 19610629198
3031004 
Ketua Satuan 
Tugas 
Administrasi 
Tim I 
  
2 Abdu Rohman   Admin Bojongnangka 
Gintung 
Tegalsari 
Timur 
3 Dwi Nur Indah 
Sari   
Anggota Jebed Selatan 
4 Tri Agustina 
Ady J   
Anggota Wanamulya 
5 Erni Widyawati   Anggota Tambakrejo 
6 Maziyatul Milah 
  
Anggota Bumirejo 
Wonokromo 
7 Nurmaya 
Islamiyati 
  Anggota Tegalsari Barat 
8 Zafir Rosada 
  
Anggota Nyamplungsari 
9 Petugas Desa 
  
Anggota 
  
  TIM II   
  
  
1 Iswahyudi, 
A.Ptnh 
19700108199
1031005 
Ketua Satuan 
Tugas 
Administrasi 
Tim II 
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2 Wahyu 
Purbiantoro   
Admin 
  
3 Kusnaeni   Anggota Kejene 
Peguyangan 
4 Dwi Agustina 
Ani S 
  Anggota Karangmoncol 
5 Ana Rosalina   Anggota Semingkir 
6 Iis Widyaningsih 
  
Anggota Sambeng 
Temuireng 
7 Dwi Fatiatul Izza   Anggota Surajaya 
8 Nisrina Aulia     Kejene   
9 Petugas Desa 
  
  
  
 TIM III    
1 Diar Rudyanto, 
S.E 
19860329201
1011008 
Ketua Satuan 
Tugas 
Administrasi 
Tim III   
2 Iqbal Ade 
Pamungkas 
  Admin 
  
3 Agustine Atika 
Pramungintyas 
  Anggota Pulosari 
Karangsari 
2 Dewi Nandini 
 
Anggota Siremeng 
3 Fadila Aryani   Anggota Pagenteran 
4 Fitria Balqis 
 
Anggota Cikendung 
5 Wiwi Eka Fiani 
 
Anggota Penakir 
6 Denok Saraswati 
 
Anggota Clekatakan 
7 Prasita Destiana 
 
Anggota Batursari 
8 Dita Resmi 
Handayani   
Anggota Siremeng 
9 Muhammad 
Agus Budiawan   
Anggota Siremeng 
10 Petugas Desa 
 
Anggota   
  TIM IV       
1 Bejo Kurniawan, 
A.Ptnh 
19680912199
1031005 
Ketua Satuan 
Tugas 
Administrasi 
Tim IV   
2 Catur Susetyo   Admin   
3 Suci 
Restiningsih 
  Anggota Jurangmangu 
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4 Mariana rosidah   Anggota Gunungsari 
5 S. Mashudin   Anggota Walangsanga 
6 Utami Wiji P   Anggota Gambuhan 
7 Dwi Septi A   Anggota Walangsanga 
8 Hesti Aryani   Anggota Nyalembeng 
9 Dinda Annisa P   Anggota Gambuhan 
10 Dita Octaviana   Anggota Gunungsari 
11 Ridha 
Khaeruddaroeni   
Anggota Plakaran 
12 Petugas Desa   Anggota   
Sumber: BPN Pemalang  
 
d. Penyuluhan 
Penyuluhan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang pada desa-desa yang sudah menjadi target PTSL dan merupakan 
obyek pelaksanaan PTSL. Petugas penyuluhan terdiri atas pegawai dari 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik 
(Perwakilan dari Seksi Infrastruktur Pertanahan) dan Satgas Yuridis 
(Perwakilan dari Seksi Hubungan Hukum Pertanahan). Tujuan dari 
penyuluhan adalah untuk memberikan informasi mengenai manfaat bagi 
masyarakat atas hasil pelaksanaan kegiatan PTSL, tahapan dan mekanisme 
kegiatan PTSL, penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing 
bidang tanah, dokumen yuridis yang perlu disiapkan, jadwal pengukuran 
bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas 
Yuridis, pembiayaan dan biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung 
oleh peserta kegiatan PTSL. Penyuluhan dilaksanakan pada bulan Januari 
2019 dengan melibatkan aparat desa serta bagian yangmenangani PTSL di 
desa yang telah dibentuk (panitia PTSL per desa). 
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Berikut terkait waktu pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan 
pelaksanaan kegiatan PTSL tahun anggaran 2019 Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang: 
Tabel 6: Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pelaksanaan kegiatan 
PTSL tahun anggaran 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang. 
No a. Hari 
b.Tempat 
a. Desa 
b. Kecamatan 
a. Waktu 
b. Tempat 
Tim Nara 
Sumber 
     
I a.Selasa a.Semua Desa 
Lokasi 
09.00 s/d 
selesai 
  Tim 
Terpadu 
meliputi 
bupati 
beserta 
unsur dari 
Polres, 
Kejaksaan 
Negeri, 
Pemkab. 
Pemalang 
dan 
Kantor 
Pertanahan 
  b.15/01/2019 b.Semua Kec. 
Lokasi 
Pemkab. 
Pemalang 
  
          
          
        
  
II a.Senin 
 
b.21/01/2019 
a. Semua Desa 
Lokasi 
b. Semua Kec. 
Lokasi         
a. 09.00 s/d 
selesai  
b. Aula Kantor 
Pertanahan 
  
Pelantikan 
Panitia 
Ajudikasi 
PTSL Kab 
Pemalang 
Tahun 
2019  
        
          
          
1 a. Selasa  a. Bumirejo  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
1 Polres dan 
Kejaksaan 
Negeri 
Pemalang 
dan 
Kantor 
Pertanahan 
  b.22/01/2019  b. Ulujami  b. Balai Desa 
Bumirejo  
2   a. Jebed Selatan  a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
1 
    b.Taman  b. Balai Desa 
Jebed Selatan  
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3   a. Semingkir  a. 09.00 s/d 
selesai 
TIM 
II 
    b.Randudongkal  b. Balai Desa 
Semingkir  
4   a. Cikendung  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
III 
  b. Pulosari  b. Balai Desa 
Cikendung  
5   a. Pagenteran  a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
III 
    
b. Pulosari  b. Balai Desa 
Pagenteran  
6 a. Rabu a. Wonokromo  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
I 
Polres dan 
Kejaksaan 
Negeri 
Pemalang 
dan 
Kantor 
Pertanahan 
  b.23/01/2019  b. Comal  b. Balai Desa 
Wonokromo 
7   a. Gintung  a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
I 
    b. Comal  b. Balai Desa 
Gintung  
8   a. Sambeng  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
II 
   b. Bantarbolang  b. Balai Desa 
Sambeng  
9   a. Kejene  a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
II 
    b.Randudongkal  b. Balai Desa 
Kejene  
10   a. Clekatakan  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
III 
    b. Pulosari  b. Balai Desa 
Clekatakan  
11   a. Pulosari  a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
III 
    b. Pulosari  b. Balai Desa 
Pulosari  
12   a. Plakaran  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
IV 
    b. Moga  b. Balai Desa 
Plakaran  
13   a. Walangsanga  a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
IV 
    b. Moga  b. Balai Desa 
Walangsanga  
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14 a. Kamis  a. Tegalsari 
Timur  
a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
I 
Polres dan 
Kejaksaan 
Negeri 
Pemalang 
dan 
Kantor 
Pertanahan 
  b.24/01/2019  b. Ampelgading  b. Balai Desa 
Tegalsari 
Timur  
15   a. Tegalsari 
Barat  
a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
I 
    b. Ampelgading   b. Balai Desa 
Tegalsari Barat 
16   a.Karangmoncol  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
II 
    b. Randudongkal  b.Balai Desa 
Karangmoncol 
17   a. Jurangmangu a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
IV 
    b. Pulosari  b. Balai Desa 
Jurangmangu  
18   a. Garnbuhan  a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
IV 
    b. Pulosari  b. Balai Desa 
Gambuhan  
19 a. Jum’at  a. Wanamulya    a. 09.00 s/d 
selesai 
TIM 
I 
Polres dan 
Kejaksaan 
Negeri 
Pemalang 
dan 
Kantor 
Pertanahan 
  b.25/01/2019 b. Pemalang  b. Balai Desa 
Wanamulya  
20   a. Surajaya  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
II 
    b. Pemalang  b. Balai Desa 
Surajaya  
21   a. Peguyangan  a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
II 
    b. Bantarbolang  b. Balai Desa 
Peguyangan  
22   a. Siremeng  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
III 
    b. Pulosari  b. Balai Desa 
Siremeng  
23   a. Batursari a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
III 
    b. Pulosari  b. Balai Desa 
Siremeng  
24 a. Senin  a.Nyamplungsari  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
I 
Polres dan 
Kejaksaan 
Negeri 
Pemalang 
  b.28/01/2019 b. Petarukan  b. Balai Desa 
Nyamplungsari  
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25   a. Temuireng  a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
II 
dan 
Kantor 
Pertanahan     b. Petarukan  b. Balai Desa 
Temuireng  
26   a. Nyalembeng  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
IV 
    b.Pulosari  b. Balai Desa 
Nyalembeng 
27 
  
a. Gunungsari  a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
IV 
  
  
b.Pulosari  b. Balai Desa 
Gunungsari  
28 a. Selasa a. Bojongnangka  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
I 
Polres dan 
Kejaksaan 
Negeri 
Pemalang 
dan 
Kantor 
Pertanahan 
  b.29/01/2019 b. Pemalang  b. Balai Desa 
Bojongnangka  
29   b. Tambakrejo a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
I 
    b. Pemalang  b. Balai Desa 
Tambakrejo 
30   a. Penakir  a. 09.00 s/d 
selesai  
TIM 
III 
    b.Pulosari  b. Balai Desa 
Penakir  
31   a. Karangsari  a. 13.00 s/d 
selesai  
TIM 
III 
    
b.Pulosari  b. Balai Desa 
Karangsari 
      
Sumber: BPN Pemalang  
 
e. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah 
Pengumpulan data fisik dilaksanakan oleh Satgas Fisik yang telah 
ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
Pelaksanaannya meliputi pengukuran bidang tanah, pemetaan bidang tanah 
pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, melaksanakan entri data 
dan informasi yang berkaitan dengan data fisik serta menandatangani 
dokumen dan Peta Bidang Tanah. 
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Pengumpulan data yuridis dilaksanakan oleh Satgas Yuridis 
masing-masing tim Ajudikasi. Dalam melaksanakan tugas, satgas yuridis 
dibantu oleh tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 
yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan Satgas 
Yuridis adalah kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan meliputi: 
 Formulir permohonan pendaftaran tanah yang diisi dan ditandatangani 
oleh pemilik/kuasa 
 Surat Kuasa apabila dikuasakan 
 Identitas subyek PTSL 
 Bukti kepemilikan tanah 
 Riwayat perolehan tanah atau AKTA peralihan jika perolehan tanah 
tersebut setelah tahun 1997 
 Surat pernyataan penguasaan fisik bidan tanah 
 Berita acara kesaksian yang ditandatangani Kepala Desa yang 
bersangkutan. 
f. Pemeriksaan tanah 
Pemeriksaan tanah kegiatan PTSL dilakukan oleh masing-masing 
Tim Ajudikasi sesuai SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam dokumen Risalah Penelitian Data 
Yuridis dan Penetapan Batas (DI.201). Dokumen tersebut memuat: 
a. Identifikasi bidang tanah yang berkepentingan. 
b. Data tentang pemilikan dan penguasaan Hak Atas Tanah. 
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c. Kesimpulan Satgas Yuridis PTSL. 
d. Sanggahan atau keberatan (apabila ada). 
e. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan atau Ketua Panitia Ajudikasi 
terkait hasil identifikasi bidang tanah terserbut. Apabila pemeriksaan 
telah dilaksanakan, selanjutnya sekretaris Ajudikasi membuat Berita 
Acara hasil pemeriksaan tanah. 
g. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta 
pengesahannya. 
Seluruh kegiatan PTSL yang akan diterbitkan sertipikat harus 
dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis yang dipublikasikan di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dan Kantor Desa terkait. 
a)  Daftar isian beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang 
bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 14 (empat 
belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diumumkannya untuk 
memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan 
keberatan.  
b) Pengumuman dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 
dan Kantor Kepala Desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan. 
c)  Jika dalam jangka waktu pengumuman ada yang mengajukan 
keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, 
Ketua Panitia Ajudikasi mengusahakan agar secepatnya keberatan 
yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 
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d) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat membawa 
hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang 
dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan, 
perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau 
daftar isian yang bersangkutan.  
e) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat 
dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi 
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan 
keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan data 
yutidis yang disengketakan ke pengadilan.  
f) Apabila tidak ada sanggahan sampai masa pengumuman berakhir, data 
fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi 
disahkan dengan suatu berita acara hasil pengumuman. 
h.  Penerbitan Keputusan Pemberian atau Pengakuan Hak Atas Tanah 
 Ketua Panitian Ajudikasi menetapkan Keputusan Penetapan Hak 
atau Penegasan/Pemberian Hak berdasarkan Berita Acara Hasil 
Pengumuman. Keputusan tersebut dibuat dalam bentuk Surat Keputusan 
Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar penerbitan Sertipikat 
Hak Atas Tanah. 
i. Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah 
Untuk bidang-bidang tanah yang sudah dibuat SK 
Penetapan/Pengakuan/Penegasan Hak, selanjutnya dilaksanakan 
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pembukuan daftar umum, entri data dan validasi data yuridis pada aplikasi 
KKP oleh Satgas Yuridis. Daftar-daftar tersebut kemudian dicetak dalam 
Buku Tanah, sekaligus diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang 
ditandatangani Ketua Panitia Ajudikasi PTSL. 
j. Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah 
Ketua Panitia Ajudikasi menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah 
beserta warkah ke Kepala Kantor Pertanahan yang dibuat dalam bentuk 
Berita Acara serah terima berkas hasil kegiatan PTSL. Sertipikat Hak Atas 
Tanah selanjutnya dibagikan kepada masyarakat oleh perwakilan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalan yang telah ditunjuk sebagai petugas. 
 
1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pertama kali melalui program 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan asas akurasi. 
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini menyasar 
seluruh lapisan masyarakat di kawasan yang rentan sengketa tanah karena 
mayoritas masyarakatnya belum memiliki sertifikat. Jika masyarakat tersebut 
belum mendaftarkan tanahnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka 
pemerintah secara keseluruhan akan menyisir wilayah tersebut dengan 
program PTSL. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan 
Kementerian ATR/BPN hingga 2024 menargetkan 126 juta bidang tanah 
sudah mendapat sertifikat. Pada tahun 2017 ada 5 juta bidang tanah yang 
berhasil mendapat sertifikat. Pada 2018 ditargetkan 7 juta bidang tanah 
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mendapatkan sertifikat. Dan untuk 2019 ditargetkan 9 juta bidang tanah 
bersertifikat.
35
 
Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan program pemerintah 
yang harus dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang telah 
ditentukan oleh pemerintah. Semua tanah yang berada di Indonesia harus 
sudah bersertipikat. Sertipikat merupakan bukti kepemilikan tanah yang 
dimiliki oleh pemegang tanah itu sendiri. Untuk memiliki sertipikat harus 
dilakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu. 
Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diperlukan 
adanya kelengkapan data fisik dan data yuridis untuk mencapai akurasi. 
Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang, selaku Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum 
agraria merangkap anggota PTSL Sugeng Priyanto, S.IP., menjelaskan 
mengenai keakurasian data yuridis.
36
 Bahwa data yuridis yang disajikan harus 
mempunyai kesamaan antara pengakuan dari pemilik tanah dengan data-data 
yang ada di desa yaitu Buku C, mengenai perolehan riwayat tanah yang akan 
di daftarkan. Riwayat tanahnya harus jelas apakah di peroleh dari hibah, jual 
beli, waris atau pembagian hak bersama yang disesuaikan dengan kutipan dari 
Buku C yang diperoleh dari kantor Desa/Kelurahan dimana tanah itu berada. 
                                                             
35
Andylala Waluyo, “Jokowi Pastikan Program Sertipikat Tanah Adalah Nyata Untuk 
Rakyat”, diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-pastikan-program-sertifikat-adalah-
nyata-untuk-rakyat/4320482.html, diakses pada tanggal 30-12-2019, jam 19.37 WIB. 
 
36
Wawancara dengan Sugeng Priyanto, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah kantor 
Pertanahan Kabuaten Pemalang, di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, tanggal 21 Desember 
2020 jam 09.00-11.00 WIB. 
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Buku C atau yang sering disebut sebagai  letter C adalah Buku yang 
disimpan Perangkat Desa biasanya Sekertaris Desa (SEKDES), buku ini bisa 
juga disebut Pepel yang sebenarnya adalah Buku yang digunakan oleh Petugas 
Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada Jaman Penjajahan 
Kolonial Belanda,  dan sekarang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah 
karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, 
atas dasar itulah notaris maupun petugas di Kantor Pertanahan dapat melihat 
siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertipikat disuatu 
desa, biasanya isi Buku C yang lengkap terdiri dari: 
a. Nomor Buku C 
b. Kohir 
c. Persil, Kelas Tanah, adalah suatu letak tanah dalam pembagiannya atau 
disebut juga (Blok) 
d. Kelas Desa, maksud dari kelas desa adalah suatu kelas tanah yang 
dipergunakan untuk membedakan antara darat dan tanah sawah atau 
diantara tanah yang produktif dan non produktif ini terjadi pada saat 
menetukan pajak yang akan di pungut 
e. Daftar Pajak Bumi yang terdiri atas Nilai Pajak, Luasan Tanah (dalam 
meter persegi) dan Tahun Pajak 
f. Nama Pemilik Letter C, nama pemilik ini merupakan nama pemilik awal 
sampai pemilik terakhir 
g. Nomor urut pemilik 
h. Nomor bagian persil 
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i. Tangan dan stempel Kepala Desa/Kelurahan 
Letter C adalah Kutipan dari Buku C yang diperoleh dari kantor desa 
dimana tanah itu berada, letter C ini merupakan tanda bukti bahwa tanah yang 
dikuasainya memiliki catatan yang berada di kantor desa/kelurahan. Perolehan 
tanah yang diperoleh dari keterangan dari desa harus mempunyai kesamaan 
antara data-data yang ada di desa yaitu buku Letter C dengan pengakuan atau 
data dari pemilik tanah mengenai perolehan riwayat kepemilikan tanah yang 
akan didaftarkan. Pihak yang berwenang melakukan pencatatan Buku C 
adalah Perangkat Desa/Kelurahan, yang dilakukan secara aktif dalam 
pengertian adalah bukan pemilik tanah yang datang ke Kantor Desa/Kelurahan 
untuk mencatat keterangan tanah yang mereka miliki, tetapi secara otomatis 
Perangkat Desa/Kelurahan yang mencatat peritiwa hukum yang terjadi pada 
tanah tersebut seperti Hibah, Jual beli, waris, Bagi hasil dan sebagainya. 
Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau 
tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat 
pernyataan tertulis tentang pemilikan atau penguasaan fisik bidang tanah 
dengan itikad baik oleh yang bersangkutan. Surat pernyataan penguasan fisik 
bidang tanah yang telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya 
selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus termasuk pendahulu-
pendahulunya, seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 
2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Surat pernyataan 
penguasaan fisik dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan 
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dapat dipertanggung jawabkan baik secara perdata maupun pidana. Apabila 
dikemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut 
bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL. 
Data fisik dijelaskan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan 
Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, selaku Wakil Ketua yang 
membidangi infrastruktur agraria merangkat anggota PTSL, Andoyo, M.M., 
menjelaskan keakurasian data fisik dapat dicapai dari pengukuran dan 
pemetaan bidang tanah.
37
 Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah 
Satgas Fisik dibantu oleh pihak ketiga yaitu Kantor Jasa Surveyor Kadaster 
Berlisensi (KJSKB) yang terdiri dari SKB baik Surveyor Kadaster (SK) 
maupun Asisten Surveyor Kadaster (ASK) yang telah ditunjuk kantor 
Pertanahan. Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang 
masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit 
berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari 
instansi yang berwenang. Proses pengukuran tanah dilakukan blok per blok 
agar memudah pada saat pemetaan gambar bidang tanah. Dijelaskan pula 
dalam pelaksanaan pengukuran PTSL di Kabupaten Pemalang menggunakan 
alat GPS RTK. GPS RTK merupakan komponen terpenting dalam pemetaan. 
RTK digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi lebih tinggi, 
seperti pemosisian tingkat sentimeter, akurasi hingga 1 cm + 1 ppm. 
GPS RTK adalah singkatan dari Real-Time Kinematic dan merupakan 
teknik yang menggunakan rentang berbasis operator dan menyediakan rentang 
                                                             
37
Wawancara dengan Andoyo, Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, tanggal 3 
Januari 2020 jam 10.00-12.00 WIB. 
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(dan karenanya posisi) yang urutan besarnya lebih tepat daripada yang tersedia 
melalui penentuan posisi berbasis kode. Teknik RTK rumit. Konsep dasarnya 
adalah untuk mengurangi dan menghilangkan kesalahan yang umum terjadi 
pada base station dan rover pair. Penentuan posisi real-time kinematic (RTK) 
adalah teknik navigasi satelit yang digunakan untuk meningkatkan ketepatan 
data posisi yang diperoleh dari sistem penentuan posisi berbasis satelit (sistem 
navigasi satelit global, GNSS) seperti GPS, GLONASS, Galileo, dan BeiDou. 
Ia menggunakan pengukuran fase gelombang pembawa sinyal sebagai 
tambahan terhadap konten informasi dari sinyal dan bergantung pada stasiun 
referensi tunggal atau stasiun virtual yang diinterpolasi untuk memberikan 
koreksi waktu nyata, memberikan akurasi tingkat sentimeter.  Dengan 
mengacu pada GPS pada khususnya, sistem ini biasanya disebut sebagai 
peningkatan fase-pembawa, atau CPGPS. memiliki aplikasi dalam survei 
tanah, survei hidrografi, dan navigasi kendaraan udara tak berawak.  
 
2. Hambatan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapberdasarkan asas akurasi 
Dalam pelaksanaan program PTSL Kantor Pertanahan sudah berupaya 
untuk menyelesaikan program ini dengan baik sesuai dengan ketentuan 
perundangan dan menyelesaikan sesuai target yang sudah ditentukan. Namun 
dalam proses pelaksanaannya terdapat hambatan yang ditemui dalam 
pelaksanaan PTSL.  
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Hambatan yang dihadapi dalam pengumpulan data yuridis dalam 
pelaksanaan PTSL menurut Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang, selaku Wakil Ketua yang membidangi 
hubungan hukum agraria merangkap anggota PTSL Sugeng Priyanto, S.IP., 
dijelaskan sebagai berikut: 
 Kelengkapan berkas permohonan data dari pemohon kurang lengkap 
seperti identitas KTP, sehingga membuat lama proses pengumpulan data. 
 Keberadaan pemilik tanah tidak diketahui, kendala ini mempersulit 
petugas untuk melanjutkan proses pengurusan sertifikasi tanah tersebut. 
 Kondisi buku Letter C yang di desa ada yang rusak. 
 Adanya perbedaan riwayat kepemilikan perolehan tanah dengan 
keterangan buku C yang ada di desa, keterangan mengenai riwayat tanah 
yang ada dalam buku C itu tidak lengkap hal ini disebabkan cara 
pencatatannya tidak dilakukan secara teliti dan hati-hati oleh Perangkat 
Desa/Kelurahan sehingga data yang ada dalam buku letter C tersebut 
kurang akurat atau lengkap. 
 Tidak adanya bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah. 
Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan dalam menyelesaikan 
hambatan dalam data yuridis yang dihadapi dijelaskan sebagai berikut: 
 Sosialisasi kepada masyarakat akan diadakannya proses pembuatan 
sertipikat melalui program PTSL. 
 Satgas Yuridis harus menjalin koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan 
berkaitan dengan kelengkapan data pendaftaran pemohon. 
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 Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pemohonan yang 
akan didaftarkan. 
 Mengelompokan data berkas permohonan blok per blok untuk 
memudahkan pada saat pengentrian data dalam Aplikasi.  
 Mengumpulkan kelengkapan buku Letter C yang merupakan tanda bukti 
bahwa tanah yang dikuasai pemohon memiliki catatan yang berada di 
Kantor Desa/Kelurahan. 
 Melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan bidang tanah yang akan 
didaftarkan dilihat dari perolehan riwayat tanah yang ada dalam 
keterangan buku letter C yang ada di desa, apakah tanah tersebut diperoleh 
dari warisan, hibah atau jual beli. 
 Mengumpulkan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, 
baik bukti tertulis, keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan, 
apabila alat bukti kepemilikan tanah tidak ada, maka dibuat surat 
pernyataan tertulis tentang pemilikan atau surat pernyataan penguasaan 
fisik bidang tanah. 
Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL untuk mencapai 
akurasi dalam hal data fisik dijelaskan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan 
Pemetaan Kadastral selaku Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur 
agraria merangkat anggota PTSL, Andoyo, M.M., dijelaskan sebagai berikut: 
1. Mahalnya komponen alat GPS RTK yang merupakan komponen 
terpenting dalam pemetaan. 
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2. Ketiadaan patok tanda batas bidang tanah yang akan diukur, hal ini akan 
membuat lama proses pengukuran tanah. 
3. Bidang tanah yang subyeknya tidak diketahui, tidak jelas, atau tidak 
berada di tempat. Ketika petugas akan mengukur dan mengurus tanah 
tersebut, keberadaan pemilik tanah tidak diketahui. Kendala ini 
mempersulit petugas untuk melanjutkan proses sertifikasi tanah tersebut. 
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap metode pengukuran dan   
penghitungan luas kadastral oleh BPN. 
5. Batas suatu bidang tanah dengan tanah di sebelahnya belum jelas, biasanya 
hal ini terjadi sebagai akibat dari pembangunan rumah atau gedung di 
tanah sebelahnya yang berbatasan langsung.  
6. Sengketa batas. 
Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan dijelaskan, sebagai 
berikut: 
1. Melakukan sewa pakai atas alat RTK untuk pemetaan gambar. 
2. Melaksanakan sosialisasi terkait kewajiban pemilik tanah untuk memasang 
dan memelihara patok batas tanah sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
3. Melaksanakan sosialisasi terkait waktu pelaksanaan pengukuran bidang 
tanah secara berkesinambungan blok per blok. 
4. Melaksanakan sosialisasi terkait metode pengukuran dan penghitungan 
luas kadastral sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 
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Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. 
5. Perbaikan kualitas gambar bidang tanah yang akan dipetakan secara 
kadastral. 
6. Menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang ada (sengketa lahan, 
masalah batas administrasi) agar bisa dilakukan pengukuran tanah diurus 
pembuatan sertipikatnya. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 
sesuai dengan rumusan masalah bahwa: 
1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui program Pendftaran 
Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan asas akurasi yang telah dilakukan 
oleh Kantor Pertanahan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 
Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang diawali tahap 
perencanaan sampai penyerahan hasil kegiatan dan pelaporan. 
Keakurasian data yuridis dijelaskan bahwa data yuridis yang disajikan 
harus mempunyai kesamaan antara pengakuan dari pemilik tanah dengan 
data-data yang ada di desa yaitu Buku C, mengenai perolehan riwayat 
tanah yang akan di daftarkan. Keakurasian data fisik dalam pelaksanaan 
PTSL dapat dicapai dari pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Proses 
pengukuran tanah dalam PTSL dilakukan blok per blok untuk 
memudahkan pada saat pemetaan bidang tanah. Dalam pelaksanaan 
pengukuran PTSL menggunakan alat GPS RTK. RTK digunakan untuk 
aplikasi yang membutuhkan akurasi lebih tinggi. 
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2. Hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali melalui 
program pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan asas akurasi, 
dijelaskan hambatan dalam pengumpulan kelengkapan data yuridis, 
diantaranya mengenai kelengkapan permohonan data diri pemohon, 
perbedaan riwayat kepemilikan perolehan tanah dengan keterangan buku 
letter C dan juga tidak adanya bukti mengenai kepemilikan atau 
penguasaan tanah. Menanggapi hal tersebut telah dilakukan upaya 
penyelesaian untuk mencari solusi penyelesaian antara lain Satgas Yuridis 
harus menjalin koordinasi dengan pihak desa berkaitan dengan 
kelengkapan berkas permohonan dan kelengkapan buku C, pemeriksaan 
pemilikan perolehan riwayat tanah dengan data dalam buku C, 
mengumpulkan alat bukti mengenai kepemilikan tanah, pembuatan surat 
pernyataan penguasaan fisik bidang tanah apabila alat bukti kepemilikan 
tidak ada. Hambatan dari data fisik dijelaskan mahalnya komponen alat 
GPS RTK, bidang tanah yang subyeknya tidak diketahui, ketidak hadiran 
masyarakat pada saat pengukuran, ketiadaan patok tanda batas bidang 
tanah yang akan diukur, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 
metode pengukuran dan   penghitungan luas kadastral oleh BPN, 
perbedaan batas suatu bidang tanah dengan tanah di sebelahnya dan 
sengketa batas. Menanggapi hal tersebut upaya yang dilakukan, Sewa 
Pakai atas alat RTK, melaksanakan sosialisasi terkait waktu pelaksanaan 
pengukuran, sosialisasi terkait kewajiban pemilik tanah untuk memasang 
dan memelihara patok batas tanah, perbaikan kualitas gambar bidang tanah 
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yang akan dipetakan secara kadastral dan menyelesaikan sengketa atau 
permasalahan yang ada agar bisa dilakukan pengukuran tanah dan diurus 
pembuatan sertipikatnya. 
B. SARAN 
1. Kantor Pertanahan harus lebih memaksimalkan pelaksanaan PTSL, agar 
masyarakat mendapat jaminan kepastian hukum dalam kepemilikan 
tanahnya. 
2. Penerapan asas-asas pendaftaran tanah hendaknya dipertahankan dengan 
tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan peraturan 
pertanahan. 
3. Penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Sertipikat Hak Atas 
Tanah untuk menjamin kepastian hukum atas tanahnya, serta untuk 
kesuksesan dalam pelaksanaan program PTSL. 
4. Peran dari pihak desa sangat penting dalam hal kelancaran pelaksanaan 
PTSL, oleh karena itu Panitia Ajudikasi beserta Satgas Yuridis dan Satgas 
Fisik perlu berkoordinasi secara terus menerus dengan perangkat 
Desa/Kelurahan. 
5. Satgas Yuridis dan Satgas Fisik harus lebih cermat dan teliti dalam 
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan Data Yuridis dan Data Fisik. 
6. Sosialisasi terkait kewajiban pemilik tanah untuk memasang dan 
memelihara patok batas tanah.  
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